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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1. efektivitas pembiayaan KPR syariah
terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.2. implementasi pembiayaan KPR
syariah terhadap nasabah berpenghasilan rendah. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian
ini bertujuan mengukur tingkat efektivitas pembiayaan KPR syariah terhadap
masyarakat berpenghasilan rendah dengan lima indikator vyaitu: (1) tepat
kegunaan, (2) tepat sasaran, (3) ruang lingkup, (4) tepat biaya, (5) tepat waktu.
Hasil penelitian ini adalah (1) tepat kegunaan kebutuhan masyarakat terpenuhi
dengan adanya program perumahan KPR (2). Tepat sasaran proram perumahan
KPR bersubsidi bagi masyarakat masih kurang tepat disebakan ada nasabah yang
ingin mengambil perumahan KPR (3) ruang lingkup bahwa persyaratan atau
berkas yang diajukan bagi nasabah tidak terlalu sulit, namum ada beberapa
nasabah kurang puas, (4). Tepat biaya nasabah yang sebelumnya sudah melewati
KPR diberikan dokumen yaitu Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3),
sudah dijelaskan di dokumen dengan tempo atau waktu yang sudah di tetapkan
oleh pihak bank (5). Tepat biaya tempo atau waktu yang diberikan dalam
pelunasan perumah KPR selama 10, 15 sampai 20 tahun denga waktu relatif yang
berbeda sesuai dengan kesangupan masyarakat. 2.implementasi pembiayaan KPR
syariah terhadap nasabah berpenghasilan rendah Dari pihak bank dan dipeloper
telah mengikuti peraturan dari pemerintah dari program perumhan KPR namun
dengan adanya peraturan dari pemerintah pihak dari depeloper yang menjadi
kendala mereka tertekan tidak bisa bebas memilih nasabah, dengan peraturan yang
dibuat oleh pemerintah padahal orang yang tukang kebun petani dan nelaya
padahal meraka mampu untuk mengambil perumahan KPR.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan KPR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine 1. the effectiveness of Islamic mortgage
financing for low-income people.2. implementation of sharia mortgage financing
for low-income customers. This research is a type of field research with a
qualitative approach. The results of this study aim to measure the effectiveness of
sharia mortgage financing for low-income people with five indicators, namely: (1)
appropriate use, (2) right on target, (3) scope, (4) right cost, (5) on time. The
results of this study are (1) appropriate use of community needs are met with the
housing mortgage program (2). The target of the subsidized mortgage housing
program for the community is still not quite right because there are customers
who want to take mortgage housing (3) the scope that the requirements or files
submitted for customers are not too difficult, but there are some customers who
are not satisfied, (4). Exactly the cost of customers who have previously passed
the KPR is given a document, namely a Letter of Approval for Providing
Financing (SP3), it has been explained in the document with a tempo or time that
has been determined by the bank (5). Exact time or time fees given in repayment
of mortgage holders for 10, 15 to 20 years with different relative times according
to the ability of the community. 2. implementation of sharia mortgage financing
for low-income customers. From the bank and dipeloper, they have followed the
regulations of the government from the housing loan program, but with
regulations from the government, the depeloper is an obstacle they are pressured
to not be free to choose customers, with regulations made by the government
whereas people who are gardeners, farmers and fishermen, even though they are
able to take mortgage housing.

Keywords: Effectiveness, Public Housing Credit Financing, Low-Income
Communities
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1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

TRANSLITERASI

transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
\ Alif  |Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba B Be
- Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan titik dibawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
e Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (dengan titik dibawah)
o= Dad D De (dengan titik dibawah)
h Ta T Te (dengan titik dibaah)
L Za Z Zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge
= Fa F Ef
a Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
o Nun N En
g Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrop
¢ Ya Y Ye




2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
— Kasrahl I I
- Dammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
= fathah dan ya Al adani
¥ fathah dan wau Au adanu

Contoh:
Kataba = X
Fa‘ala = (=
Zakira = &
Yazhabu = G
Suila = Ju
Kaifa = &S
Haula = Jd%»

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:




Harakat dan Huruf dan
Harakat Nama Tanda Nama
o/ = fathah dan alif A A dan garis di atas
C— kasrah dan ya I | dan garis di atas
— dammah dan wau U U dan garis di atas
Contoh:
Qala = Jé
Rama = =0
Qila = Jds
Yagiilu = U5

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Raudah al-Atfal =  Jubyiiay),
Raudhatul atfal
al-Madinah al-Munawwarah = YA
al-Madinatul-Munawwarah
Talhah = aalh

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda
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syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Rabbana = &5
Nazzala = J5
al-Birr = Sl
al-Hajj = &
Nu'imma = (su

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:
ar-Rajulu = e
as-Sayyidatu = )
asy-Syamsu = beadd
al-Qalamu = ALy
al-Badi’u = sl
al-Jalalu = Joa
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
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Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.
Contoh:
Ta’khuzina = C)}ﬁj
an-Nau’ = BN
Syai’un = s
Inna = &)
Umirtu = &l
Akala = Ki

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
S 31N i el )y
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
S 155
Fa aufu al-kaila wa al-mizan
Fa auful- kaila wa-mizan
Jdalla) )
Ibrahtm al-Khalil
Ibrahtmul-Khalil
L e aelll
Bismillahi majreha wa mursaha

Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti manistata‘a ilaihi sabila

Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a ilaihi sabila
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9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
Ot 9] aai ey
Wa ma Muhammadun illa rasiil
18 A% (Al il 'y i 051
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazt biBakkata mubarakan
G 38 0 53 i s
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur’an
Gl ds‘)(l.a 51 A5
Wa laqad raahu bi al-ufuq al-mubin
Wa laqad raahu bil-ufugil-mubin
Gralladl &5 o 2
Alhamdu lillahi rabb al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
oA i ) e Hlad
Nasrun minallahi wa fathun qarib
e D314

Lillahi al-amru jami‘an
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Lillaahil-amru jami‘an
Wallahu bikulli syaiin ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan

pedoman tajwid.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992. Bank yang
pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia, walaupun perkembangan
Bank Syariah di Indonesia lebih lambat jika dibandingkan dari Negara-Negara
muslim lainnya, namun perkembangan Bank Syariah di Indonesia terus
berkembang. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 hanya ada satu unit Bank
Syariah. Namun hingga April 2016 Bank Syariah di Indonesia telah bertambah
menjadi 34 unit. Yang terdiri atas 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit
Usaha Syariah. Sementara itu Bank Perkreditan Syariah (BPRS) bertambah
menjadi 165 unit'

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk
keberlangsungan hidup, dari yang paling penting untuk keberlangsungan
hidupnya sampai sesuatu untuk kepuasan dirinya sendiri. Kebutuhan terdiri dari
tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang wajib dipenuhi.
Kebutuhan primer terdiri dari pangan, sandang dan papan.

Kebutuhan primer papan yang berupa rumah sudah menjadi kebutuhan

dengan proporsi utama. Namun, Sampai saat ini indonesia masih harus

'Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta:
Gema Insani, 2021), hal.21.



dihadapkan dengan persoalan backlog perumahan. Backlog perumahaan adalah
suatu kondisi di mana jumlah rumah yang ada belum mampu menampung seluruh
rumah tangga. Berdasarkan konsep penghunian, pada tahun 2015 masih terjadi
backlog perumahaan sebesar 6,9 juta unit. Oleh karena itu berdasarkan konsep
kepemilikan, masih terdapat backlog sebesar 11,4 juta unit.

Defisit perumahanmenjadi perhatian serius bagi pemerintah saat ini
.Berbagai keputusan/kebijakan sudah di keluarkan Fasilitas Likuiditas
PembiayaanPerumahan(FLPP)danProgramSejutaRumahdisiapkanoleh

pemerintah.Namun,Lagi-lagi

Kesenjangan perumahan bukanlah persoalan yang mudah untuk
diselesaikan. 40% masyarakat termiskin (desil 1 sampai 4) tidak memiliki dana
yang cukup untuk membeli rumah. Padahal, pada kelompok 40% masyarakat
termiskin inilah terjadi masalah rumah tidak layak huni. Pada desil 1 (10%
masyarakat miskin misalnya,rata-rata penghasilan rumah tangga perbulanhanya
sebesar Rp1.200.000. Penghasilan ini digunakan semuanya untuk membiayai
kehidupanya sebulan penuh, sehingga kelompok masyarakat ini tidak memiliki
dana yang cukup untuk dan membeli rumah. Begitu juga pada desil 4 (40%
masyarakat termiskin) yang memiliki rata- rata penghasilan sebesar Rp 2.600.000
dan rata- rata pengeluaran sebesar Rp 1.800.000.>

Hal tersebut yang menyebabkan meledaknya permintaan pembiayaan

pembeliaan melalui lembaga keuangan yang disebabkan oleh keterbatasan dana

’Eka Sastra, Kesenjangan Ekonomi Mewuujudkan Keadilan Sosial(Jakarta: Expose,
2017), hal. 266-268.



yang dimiliki oleh nasabah untuk memiliki sebuah rumah. Sebenarnya pemerintah
telah melakukan kebijakan untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah yaitu
dengan adanya program rumah subsidi. Namun konsep subsidi ini hanya untuk
masyarakat yang berpenghasilan mengenah kebawah. Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah.

Pemerintah menyalurkan subsidi perumahan ini melalui lembaga keuangan
(perbankan) baik melalui lembaga keuangan konvensional maupun lembaga
keuangan syariah. Kebanyakan padaperbankan konvensional menggunakan sistem
bunga pada Kredit Pemilikan Rumah, yang sebaliknya dalam hukum Islam tidak
diperbolehkan. Dengan adanya sistem bunga yang diterapkandi dalam perbankan
konvensional menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menggunakan produk
pembiayaan tersebut.

Sistem bunga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional
khususnya dalam sistem kredit kepemilikan rumah, mengakibatkan masyarakat
muslim khusunya ragu untuk menggunakan sistem pembiayaan tersebut.

Sistem bunga pada Kredit Pemilikan Rumah konvensional, mengakibatkan
angsuran yang dibayarkan oleh nasabahnya sering berubah, sehingga nasabah
kesulitan saat pembayaran angsuran terlebih lagi untuk nasabah yang memiliki
pendapatan rendah. Sedangkan, Perbankan syariah kegiatannya berbeda dengan
lembaga keuangan konvensional, yang tidak akan menyebabkan angsuran yang

berubah sewaktu-waktu dan tidak akan memberatkan nasabahnya dalam hal



ansuran yang dibayarkan untuk setiap bulannya, karena besaran angsuran yang
dibayarkan setiap bulannya ditetapkan secara bersama-sama dan sesuai dengan
kemampuan nasabah itu sendiri dan sesuai dengan syarat pada perbankan syariah
tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun
2013 terdapat beberapa definisi terkait upah minimum, diantaranya mengatakan
bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok
termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring
pengaman.’

Masyarakat yang ingin memiliki rumah namun tidak memiliki cukup uang
untuk membeli secara cash, maka dapat menggunakan fasilitas pembiayaan Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR), namun biasanya hanya digunakan oleh masyarakat
berpenghasilan menengah keatas, sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah menganggap KPR sulit dijangkau untuk mereka karena faktor ekonomi
yang menjadi alasannya.

Sekarang, masyarakat semakin jelas dan semakin pintar dalam
pengambilan keputusan dengan mudahnya akses media yang didapatkan serta
banyak melakukan pertimbangan, khususnya dalam keputusan KPR melalui
lembaga keuangan. Sekarang masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan
informasi mengenai sistem bunga KPR pada perbankan konvensional dan
mengenai sistem bunga yang tidak diberlakukan perbankan syariah. Di tengah

situasi ekonomi pasang-surut, KPR syariah hadir menjadi opsi terbaik untuk bisa

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentangupah
minimum



memiliki rumah dengan angsuran yang tidak dapat berubah setiap
bulannya.Terlebih lagi, pada KPR syariah angsurannya ditetapkan secara
bersama- sama antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah
itu sendiri.

Situasi ini yang dipergunakan oleh perbankan syariah dalam memberikan
produk pembiayaan kepemilikan rumah secara syariah., sudah banyak bank
syariah yang menyediakan produk pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan
sistem syariah.KPR syariah ini mendapatkan sambutan baik dari kalangan
masyarakat.

KPR syariah yang ada pada perbankan syariah berbeda dengan KPR pada
perbankan konvensional. Dapat dilihat dari Perbedaan ini terdapat pada perbedaan
prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam
perbankan syariah sering diketahuisistem berdasarkan bagi hasil dan juga
perdagangan, Namun pada perbankan konvensional seriing diketahui dengan
kredit. KPR Syariah dapat menggunakan beberapa akad seperti akad murabahah,
akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT). Untuk penggunaan akad pada KPR
syariah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.
Pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah atau jual beli sesuai
dengan Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
Pembiayaan pemilikan rumah dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No. 27/DSN/MUI/111/2002 tentang ijarah
muntahiyah bit tamlik.

Pada tahun 2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rakyat Republik Indonesia Nomor 48/PRT/M/2015 tentang skema selisih
angsuran kredit/ pembiayaan pemilikin rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan menggunakan pendapatan badan layanan umum pusat pengelolaan
dana pembiayaan, kelompok sasaran yang diperbolehkan menerima subsidi
perumahan ini adalah yang memiliki penghasilannya perbulan paling banyak Rp
4.000.000,- (empat juta rupiah).*Dilihat dari peraturan diatas, dapat kita diketahui
bahwa tidak adanya batas minimum pendapatan untuk dapat melaakukan
pembiayaan KPR Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, diperbolehkan jika
calon nasabah rumah subsidi ini tidak memiliki penghasilan tetap dengan
disertakan surat keteranganpenghasilan.

Dalam wawancara terhadap pegawai bank jumlah subsidi yang di berikan
pemerintah kepada masyarakat yang mengajukan KPR berbeda-beda sesuai
dengan lama jangka waktu pelunasa KPR itu sendiri yaitu minimal 10 tahun
maksimal 20 tahun, adapun contoh yang dapat pegawai bank berikan jika nasabah
mengambil pelunasan 10 tahun dengan angsuran Rp.1.500.000dan dikalikan
dengan 120 bulan masa pelunasanmaka akan mendapatkan hasil Rp.180.000.000
yang merupan jumlah yang seharusnya di setorkan ke bank lalu di kurangkan lagi
dengan hasil yang ditetapkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)
sebesar Rp.142.000.000 maka akan mendapatkan hasilRp.38.000.000 yang
merupakan besar subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang
mengajukan KPR.?

Pada Bank Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Kota Langsa

“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 48/PRT/M/2015
SHasil wawancara bapak Harun Al Rasyid, financial service.



sebagai salah satu bank syariah yang membiayai pembiayaan KPR syariah
subsidi. Berdasarkan hasil dari mini riset yang penulis lakukan dengan salah satu
nasabah Bank BTN Syariah memberikan keterangan bahwa pembiayaan KPR
Subsidi pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Kota Langsa menetapkan gaji
pokok minimum calon nasabah pembiayaan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah), dan tidak diperbolehkan bagicalon konsumen yang tidak
memiliki penghasilan tetap.

Namun pada kenyataan Penetapan gaji pokok minimumtidak
diperbolehkannya nasabah dengan penghasilan tidak tetap pada Bank BTN
Syariah Kantor Cabang Kota Langsa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang yang tidak
menetapkan batas minimum gaji pokok penerima perumahaan bersubsidi dan
diperbolehkan jika pemohon rumah subsidi memiliki penghasilan tidak tetap.
Disamping itu, apabila melihat UMP (Upah Minimum Provinsi)sebesar
Rp.2.916.810.° Sehingga penetapan gaji pokok minimum oleh Bank BTN Syariah
Langsa dirasa memberatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan sebatasUMP.

Dan masalah lainya terjadinya pada pihak nasabah atau biasanya saat
sudah melakukanpembiayaan pihak nasabah mengalami kondisi penurunan
keuangan sehingga yang awalnyamampu untuk menyetor tagihan sekarang kurang
mampu. Kurang mampu dalamangsuran terkendala berkaitan dengan faktor

pekerjaan maupun lainnya.’

°Diakses Melalui:https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-naikkan-upahminimum-
2020/, Pada tanggal 22 Januari 2021.

"Hasil Wawancara Dengan Pak Safrizal Selaku Komisaris PT Atatamita Jaya Bersama
Langsa 15 Februari 2021.
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Pada dasarnya banyak hal yang terkait dan perlu diperhatikan dalam
sistem pembiayaan KPR Syariah. Oleh karena itu mengenai efektivitas sistem
pembiayaan KPR Syariah Bank BTN Syariah kantor cabang pembantu kota
langsa menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mengetahui sejauh mana tingkat
efektivitas sistem pembiayaan melalui fasilitas KPR Syariah. Efektivitas sendiri
mencerminkan sebuah kondisi yang merupakan hasil penilain sebagai tolak ukur.
Efektivitas merupakan suatu kriteria yang menunjukan bahwa suatu alternatif
yang dikaji mempunyai hasil yang baik atau memberi pengaruh,dampak yang
sesuai diingikan. Efektivitas dapat pula dilihat dari kemampuan untuk memecah
masalah dan kemampuannya yang dilaksananakan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan KPR Syariah
Bersubsidi Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada BTN
Syariah Kota Langsa.

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan KPR syariah terhadap nasabah
berpenghasilan rendah pada Bank BTN Syariah Kota Langsa ?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan KPR syariah terhadap masyarakat

berpenghasilan rendah pada Bank BTN syariah Kota Langsa ?



1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan KPR syariah
terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada Bank BTN syariah Kota
Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan KPR syariah
terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada Bank BTN Syariah Kota

Langsa

1.3.2Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi bagaimana efektivitas
pembiayaan KPR syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada BTN
syariah Kota Langsa

1. Bagi Bank BTN Syariah Kota Langsa

Sebagai bahan masukan bagi Bank BTN Syariah Kota Langsa dalam
efektivitas pembiayaan KPR syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah
pada BTN Syariah Kota Langsa

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan
menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan
dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi

referensi bagi para penelitiberikutnya.
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1.4.  Penjelasan Istilah

Untuk menhindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian
Efektivitas Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Pada Bank BTN Syariah Kota Langsa.
Maka perlu dijelaksan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di
atas.

1. Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif adalah kegiatan yang ada
efeknya, akibat, dampak dan berpengaruh yang dapat membawa hasil,
Efektivitas yaitu situasi, yang berpengaruh, hal berkesan atau
keberhasilan terhadap usaha dan tindakan . Efektivitas yang di maksud
dalam penelitian ini yaitu sejaun mana keberhasilanpembiayaan KPR
syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada Bank BTN
syariah Kota Langsa.®

2. Pembiayaan
Pembiayaan adalah pemodalan yang diberikansebagai bentuk dukungan
investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan

oleh orang lain.’

3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang

8Muktar DKK, Efektivitas Pimpinan : Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen
Organisasi (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2016), hal 28.

® Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM
YKPN, 2011),hal.304.
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diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan
membeli atau memperbaiki rumah.!”
4. MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1
Angka 24 UU Nomor 1Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman). Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya
disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh
sarusun umum (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun).

Klafikasi dan kriteria yang mendapatkan rumah dari program
bersubdi dari pemerintah adalah PNS yaitu yang berpenghasilan dibawah

4 juta, wirausaha, dan karyawan, dan wiraswasta.!!

19 Dony Ramadhan, dkk, “Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A. Simon (Studi pada PT.
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8 No. 2,
(Universitas Brawijaya, Malang, 2014),hal.3.
!1 Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, No 1 Tahun 2021



1.5. Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis

Judul

Tujuan Penelitian

Ratna Ningrum

(UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta)

“ Penerapan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR)
Syariah Di Indonesia”

Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis ajaran
agama ecara normatif
memberikan pengaruh
terhadap aktifitas
perekonomian islam
terutama pada sistem
keuangan pada kredit
perumahan.

Era Ramadalia
dan yakir
Jamaluddin
S.Ag.,M.A

(universitas

“Analisis Implementasi
Kepatuhan Syariah Pada
Produk Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) Di Bank

Umum Syariah (Studi
Kasus Bank BRI Syariah

Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
karakteristik dan tingkat
kepatuhan syariah terhadap
produk KPR di bank BRI
syariah dan untuk

muhammadiah | KCP Ahmad Dahlan” mengetahui pelaksanaan

yogyakarta ) produk KPR di bank BRI
syariah

Sevila Hawa “Pengaruh Pendapatan Penelitian ini dilakukan

(Universitas
Islam Bandung)

Calon Nasabah
Terhadap Jumlah
Permintaan Pembiayaan
Kepemilikan Rumah
(KPR) Sejahtera di Bank
BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu
Bandung Buah Batu”

untuk mengetahui tingkat
pendapatan calon nasabah
yang mengajukan
pembiayaan KPR Sejahtera,
jumlah permintaan KPR
Sejahtera, dan untuk
mengetahui pengaruh
pendapatan nasabah
terhadap jumlah permintaan
pembiayaan kepemilikan
rumah (KPR) sejahtera di
Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Pembantu Bandung
Buah Batu.

12
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Dari skripsi yang telah dikemukakan diatas mempunyaai kesamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaanya adalah sama-sama
membahas tentang KPR . Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian
yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan
KPR syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada Bank BTN

Syariah Kota Langsa.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori di ambil dari rumusan masalah dalam penelitian

Implementasi
Efektifitas pembiayaan KPR
Pembiayaan syariah terhadap
KPR nasabah
Syariah berpenghasilan
rendah

MBR (MasyarakatBerpenghasilan Rendah) Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperolehrumah, dengan adanya
Perkreditan Perumahan Rakyat yang diterapkan Pemerintah ini maka
masyarakat dengan penghasilan rendah dapat terbantu dalam memiliki
hunian Keluarga yang layak di huni bagi Masyarakat.

Efektifitas pada dasarnya sering di Terapkan dengan efesiensi untuk
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mencapai tujuan dari suatu Individu,Tim dan kelompok agar tercapainya
Pembiayan KPR yang diterpkan Pemerintah untuk Masyarakat berpenghasilan
rendah dapat terlaksana dengan matang dan tepat sasaran.

Dalam implementasi pembiayaan KPR Syariah terhadap nasabah
berpenghasil rendah masih terdapat nabah yang masih mengalami pembayaran
macet atau menunggak yang belum berjalan secara optimal. Sehingga
impmentasi pembiayaan KPR Syariah terhadap nasabah MBR masih belum
berjalan dengan baik seharusnya pemerintah harus memperhatikan kepada
masyarakat yang mengambil pembiayan KPR sehingga dapat membatu
kelompok atau masyarakat berpenghasilan rendah yang mau mengambil

pembiayaan KPR. !2

Pembiayaan menurut Rifai dan Arivin, Pembiayaan yaitu suatu
pendanaan yang berikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainya unuk
terciptanya suatu Investasi yang sudah direncanakan dan di jalankan oleh suatu
Lembaga.

Sedangkan menurut Ridwan, Pembiayan sendiri adalah, kegiatan yang
dilakukan sebagai suatu untuk menunjukan aktifitas BMT yang berhubung
dengan aktifitas yang menghasilkan pendapatan.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa Pembiayaan
sendiri suatu aktifitas yang timbul agar suatu perusahaan dapat menyalurkan

modal mereka ke pihak lain untuk memudahkan dan mendapatkan pendapatan

12 peraturan Mentri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor
/20/ PRT/ M/2019, Tentang Kemudahan dan pemilik Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.
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lebih.!?

1.7. Metodelogi Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field

research)yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu
penelitian yang dapat menggambarkan dan mengetahui secara jelas dan
terrinciserta dapat memaparkan baik secara keseluruhan kondisi yang terjadi
ataupun fakta yang sebenarnya terjadi. Penelitian Kualitatif ini sendiri adalah
penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi atau dialami oleh peneliti

sendiri.'#

Jenis penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang bagaimana
Pembiayaan KPR Syariah yang telah dilakukan oleh Bank BTN Syariah Kota
Langsa. Dengan demikian penulis langsung terjun ke lapangan dengan cara
melakukan obsevasi di tempat Bank BTN Syariah Kota Langsa berupa
pembiyaan KPR Syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah berusaha memberikan gambaran secara sistematis,
kejadian peristiwa dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada. '

1.7.2. Lokasi Penelitian

Bhttps:// www.google.co.id/ books/ edition/ Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan
ywftdwaagbaj hl id&gbpv 1&dq pengertian pembiayaan dan pg PA176&printsec frontcover ( 19
Juni 2021)

“Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosda Karya,
2005,h. 6.

SNurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Dan Pendidikan Teori Dan Pendidikan Teori-
Aplikasi, Cet.2, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2007), h.14.
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Lokasi penelitian adalah dimana tempat penelitian ini dilakukan. Tempat
lokasi penelitian ini berada pada Bank BTN Syariah Kota Langsa, merupakan
salah satu Instansi yang terletak di JI. Ahmad Yani Langsa Baro Kota Langsa,
Provinsi Aceh. Ada beberapa alasan mengapa mengambil tempat penelitian
tersebut diantaranya, karna mudah dijangkau oleh peneliti ketika melakukan
penelitian terdapat masalah yang hendak diteliti, alasan peneliti memilih di Bank
BTN Syariah Kota Langsa sebagai tempat penelitian.

1. Tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh dari tempat penelitian, sehingga
peneliti akan sangat mudah melakukan penelitian dan mengumpulkan data
dalam melakukan penelitian.

2. Dekatnya tempat tinggal peneliti dengan tempat penelitian sehingga dapat
menghemat ppengeluaran dana dari sipeneliti.

Adapun waktu yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian
yaitu pada bulan Mei tahun 2020 dan akan selesai pada bulan Juli tahun
2020, adapun yang menjadi objek pada penelitian ini di Bank BTN Syariah di
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan sampel teknik perposive sampling, yaitu
merupakan teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang
dipilih oleh si peneliti.

1.7.3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari mana data didapatkan. Maksud sumber
data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang peneliti

dapatkan . Dalam penelitian ini datanya adalah narasumber yaitu orang
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yang benar-benar pernah mengalami kejadian yang pernah peneliti teliti

ataupun orang-orang yang dapat memiliki akses didalam permasalahan

yang sedang diteliti. Dan, sumber data yang tepat, maka akan

menimbulkan data yang terkumpul menjadi sinkron dengan masalah yang

peneliti lakukan.

1. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.'¢ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data
dari lapangan, yaitu: data yang di ambil langsung dari pihak bank terkait
pembiayaan KPR syariah terhadap nasabah berpenghasilan rendah pada
Bank BTN Syariah Kantor Cabang Kota Langsa.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung data ke dua, untuk
melengkapi hasil dari data primer. Sumber data sekunder ini didapatkan
dari buku, jurnal yang mendukung teori sebagai bahan analisa dan juga
masi terkait dengan masalah yang sedang di teliti lalu selanjutnya data
sekunder yang lain profil beserta dokumen lain yang bisa dijadikan
sumber data dalam penelitian ini.!”
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian
ini maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

16Sygiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2010), h.402.
7Surya Brata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Granfino Persada, 2008), h. 39.
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Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan sistematis
terhadap berbagai kejadian, gejala untuk kemudian di teliti atau di lakukan
pencatatan. Pada dasarnya metode penelitian digunakan untuk melihat dan
mengamati perubahan kejadian yang tumbuh dan berkembang yang mana
dengan metode ini dapat dilakukan penilaian atas perubahan-perubahan
tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi
non partisipan, yaitu penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat
independen. Untuk meneliti fenomena kejadian. Di dalam penelitian ini
penelitian melakukan observasi terhadap bagaimana pembiyayan KPR
Syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh
Bank BTN Syarish Kota Langsa.'®

Awalnya peneliti mengobservasi pada pembiyaan KPR Syariah yang
terkendaladi Bank BTN Syariah Kota Langsakemudian peneliti ingin
mencari tahu tentang implementasi pembiyaan KPR Syariah terhadap
nasabah berpenghasilan rendah dan permasalahan lainnya. Ini dilakukan
penilitian untuk mencari tahu hasil dari pembiyayan KPR Syariah terhadap
masyarakat berpenghasilan rendah di Bank BTN Syariah Kota Langsa.

2. Metode Interview (Wawancara)
Metode Interview adalah suatu pertemuan antara dua orang ataupun lebih
untuk mendengar suatu informasi melalui tanya jawab, sehingga

dapatdisimpulkan makna dalam suatu topik yang ingin dibahas."’

18 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&G, (Bandung, Alfabeta
2007), h. 145.
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 72.
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Wawancara terbagi dua yaitu wawancara struktur dan tidak terstruktur,
adapun wawancara tidak terstruktur biasa juga disebut wawancara secara
mendalam, wawancara kualitatif atau bebas, dan wawancara struktur biasa disebut
wawancara baku yang pertanyaanya sudah tersusun dengan pilihan jawaban yang
sudah disiapkan.

Peneliti mengunakan wawancara tidak struktur karena wawancara tidal
struktur adalah bebas dimana penulis tidak mengunakan pedoman wawancara
yang tersusun secara sitematis dan lengkap pengumpulan data. Wawancara model
inio bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang bervariasi dari

informan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui dokumen relavan
dengan objek penelitian. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti foto, buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.’

Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis dapat adalah berupa foto-
foto hasil wawancara yang menjadi patokan peneliti adalah Pembiayaan Kpr
Syariah Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Bank BTN Syariah
Kota Langsa.

1.7.5. Teknik Analisis Data

“Ybid
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Analisis data adalah upaya yang dapat dilakukan dengan jalan data,
mengorganisasikan data, serta memilahnya menjadi suatu yang dapat dikelola,
mengintesikannya dan menentukan pola. Menentukan apa yang penting apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat kita serahkan ke orang lain.?!

Dengan pendekatan penelitian yang digunakan maka data yang dapat
dilakukandengan teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan prose pembuatan singkatan, memusatkan tema,
dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksidata sendiri adalah
analisis yang mempertegas, memperpendek, serta membuat fokus

sehingga kesimpulan akhir yang dapat dilakukan.

2. Penyajian data
Di tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi yang melalui bentuk
teks naratif terlebih dahulu, selanjutnya hasil akan di ringkas dalam
bentuk bagan menggambarkan alur proses perubahan.?” Yang bertujuan
untuk membatasi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
jadi data yang sudah di reduksi dan diklarifikasikan sebagai kelompok
dan masalah yang di teliti sehingga memungkinkan adanya penarikan

kesimpulan atau ferifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis ,

2l Lexy J Moelong, metodelogi Penelitian kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2004), h. 284.

22Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuali tatif Akuntansi Metodelogis Kearah
Ragam Varian Kontempor, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003), h. 99
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kemudian dikelompokan berdasarkan pokok permasalahanya sehingga si
peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap Efektivitas Pembiyaan KPR
Syariah Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada BTN
Syariah Kota Langsa.

3. Penarikan Kesimpulan
Dari permulaan pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti
dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan data. Dan data
yang ia temui di lapangan akan ia analiss secara kompensif, ialah
menganalisis data dengan cara membandingkan dengan data yang
ditemukan di lapangan (data primer) dan data dari sumber lain (data

sekunder) untuk mencapai titik kesimpulan.?

1.7.6. Panduan penulisan skripsi
Penulisan skripsi ini mengunakan buku panduan penulisan skripsi fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa tahun 2017.

ZIbid
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1.8. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dari judul diatas, maka sistematika
pembahasan yang disusun dari bab, adalah sebagai berikut :

BAB | : Merupakan pendahuluan yang didalamnya mencangkup latar
belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah,
kerangka teori, metodologi penelitian, kajian pustaka, panduan penulisan skripsi
dan sistemtika pembahasan.

BAB Il : Membahas tentang landasan teori yang sesuai dengan judul
penelitian, yaitu pembiayaan KPR Syariah terhadap masyarakat berpenghasilan
rendah.

BAB Ill : Membahas tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi
penelitian Efektivitas Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Pada BTN Syariah Kota Langsa.

BAB IV : Membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasi penelitian.

BAB Il
KAJIAN TEORITIS

2.1 Definisi Pembiayaan



23

Pembiayaan pada dasarnya berarti | Belive, | Trust, “saya percaya™ atau
“sayamenaruh kepercayaan“.Arti kata pembiayaan adalah kepercayaan (trust),
berarti lembaga pembiayaan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut terus
digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat
yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana

firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) Ayat: 29 :
& & 2153 5B Byl 0585 01 ) Jbuy fKiny (Kb INEL R IV S RPN
Ve &Ky 018 LN G & AW K ENEY R

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ™. %*

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli.
Begitupun dalam prakteknya, dalam jual beli tidak boleh menzhalimi sesama
manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut
dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin.
As-Syafi’i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama
suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan

Rasulullah.®

Surat Al-Maidah (5) Ayat: 1 :

24 Departemen Agama RI, Al- JUMANATUL “ ALl AL-Qur’an Dan Terjemhan
(Bandung: JAKARTA,2004) .

25 Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i menyelami ke dalam
Kandungan Al Quran (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119.
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqgad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.?¢

Ayat ini mewajibkan kita manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat
serta dampak atau efek dari akad. Efek yang timbulkan dari keharusan tersebut
seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menetapkan barang dan harga.
Namun apabila efek yang timbulkan banyak mengandung kemudharatan bagi
salah sebelah pihak, Maka akad tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai

dengan hukum syari’ah Islam.

2.2.Definisi KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada
para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.?” KPR
Syariah adalah pembiayaan pemilikan rumah secara syariah, akad yang digunakan
dalam KPR syariah yakni jual beli tegaskan untung (murabahah), jual beli dengan
termin dan konstruksi (istishna), sewa berakhir lanjur milik (ijarah muntahiya bit
tamlik), kongsi berkurang bersama sewa (musyarakah muntanagishah).?®

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembiayaan

26 Departemen Agama RI, Al- JUMANATUL ¢ ALl AL-Qur’an Dan Terjemhan
(Bandung: JAKARTA,2004) .

27 Dony Ramadhan, dkk, “Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A. Simon (Studi pada PT.
Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8 No. 2
(Universitas Brawijaya, Malang, 2014), h.3.

28 Ahmad Ifham, Ini Loh KPR Syariah! (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 33.
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pemilikan rumah sejahtera syariah tapak adalah pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dengan dukungan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang
diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat
berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera tapak yang dibeli
oleh perorangan atau badan hukum.?

KPR ada dua jenis yaitu KPR subsidi dan KPR non subsidi. Untuk KPR
subsidi ialah kredit kepemilikan rumah yang pendanaannya dibantu oleh
pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah,sedangkan KPR non subsidi ialah
kredit kepemilikan rumah yang pendanaannya tidak dibantu atau tidak disubsidi

oleh pemerintah.

2.3.KPR Syariah

KPR Syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah
secara cicilan. KPR syariah menggunakan akad murabahah, yaitu perjanjian jual
beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli rumah yang diperlukan
nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah
dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Yang Kini
telah banyak di kembangkan oleh lembaga intermediasi keuangan yang

berbasiskan Syari’ah.*

KPR syariah memiliki  berbagai kelebihan dibanding dengan KPR

konvensional. Sistem yang digunakan oleh Syariah Islam jauh lebih unggul dan

2Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2014
“%bid
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lebih aman, bebas riba serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan syariah terletak pada
akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku bunga
tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR Syariah bisa dilakukan
dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, di
antaranya KPR iB Jual Beli (skema murabahah), KPR iB sewa (skema ijarah),
KPR iB Sewa Beli (skema ljarah Muntahia Bittamlik-IMBT), dan KPR iB
Kepemilikan Bertahap (musyarakah mutanagisah).

Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani
perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan angsuran tetap hingga jatuh tempo
pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran bulanan yang harus
dibayar sampai masa angsuran selesai, nasabah tidak akan dipusingkan dengan
masalah naik/turunnya angsuran ketika suku bunga bergejolak. Nasabah juga
diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir,
karena bank syariah tidak akan mengenakan pinalti.

Pembiyaan rumah ini dapat digunakan untuk membeli rumah (rumah,
ruko, rukan, apartemen) baru maupun bekas, membangun atau merenovasi rumabh,
dan untuk pengalihan pembiayaan KPR dari bank lain.

Keuntungan KPR syariah:
1. Nasabah tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk membeli
rumah. Nasabah cukup menyediakan uang muka.
2. Karena KPR memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran yang dibayar

dapat diiringi dengan ekspektasi peningkatan penghasilan.
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3. Skim pembiayaan adalah jual beli (Murabahah), adalah akad jual beli
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (margin tetap)

4. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta tidak ada unsur
spekulatif

5. Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

2.4.Dampak KPR Bagi Masyarakat

KPRadalah adalah akronim kepingin punya rumah setelah masuk kedalam
proses pemilihan rumah hingga proses Bank, akronim KPR berubah menjadi
pembiayaan rumah sendiri (kepemilikan rumah. Dan sudah pendatanganan
pembiayaan, KPR memliki akronim kita memiliki rumah, nah akronim yang
terakhir inilah yang menjadi tujuan kita bersama.!

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia semakin menambah tinggi
kebutuhan untuk tempat tinggal. Ada jaminan simpanan sebesar 13,5 juta unit
rumah. Di saat kebutuhan rumah setiap tahun mencapai 800.000 unit, para
pengembang di Indonesia hanya mampu membangun 400.000 unit rumah per
tahun.

Demi memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat yang semakin
tinggi inilah Program Sejuta Rumah terselenggara. Sebagai pendamping,
pemerintah turut mencanangkan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR/FLPP).

3lAgung Herutomo, Rahasia Kpr Yang Disembunyikan Para Banker (PT Elex Media
Komputindo, Jakarta). Hal 1
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FLPP semakin mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
untuk memiliki hunian layak. Untuk itu, pada 2015 lalu Dirjen Penyediaan
Perumahan mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp5,1 triliun untuk membiayai

60.000 unit rumah.>?

Semenjak dicanangkan Presiden, Program Sejuta Rumah ini memang
menuai hasil positif. Pun, dana yang dikucurkan pemerintah agar menyukseskan
program ini tak main-main. Dana untuk mempersiapkan hunian layak bagi
masyarakat mencapai Rp20 triliun. Pembangunan unit Program Sejuta Rumah ini
tersebar dari Aceh sampai Papua, pembangunannya merata. Dan jenis hunian
yang dibangun meliputi rumah susun dan rumah tapak. Bagi Anda yang ingin
mengetahui lebih lengkap di mana saja penyebaran lokasi pembangunan rumah
yang masuk dalam Program Sejuta Rumah, bisa langsung mengecek di situs
sejutarumah.id. Informasi mengenai nama kompleks perumahan serta
pengembang berikut lokasi pembangunan dan jumlah unit rumah yang dibangun

juga tersedia dengan baik.

Pemerintah memang optimistis dapat membangun satu juta rumah untuk
MBR, dalam rangka mendukung program pro rakyat. bahkan, salah satu
pencapaian yang telah dilakukan adalah terjalinnya kesepakatan bersama antara
Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,PT Bank Tabungan Negara

Tbhk (BBTN), PT Bank Negara Indonesia Thk (BNI), dan Real Estat Indonesia

¥Diakses Melalui: https://www.rumah.com/berita-properti/2016/3/119792/apa-manfaat-
program-sejuta-rumah-bagi-masyarakat
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(REI). Dengan adanya pihak-pihak yang mendukung program ini, niscaya di
tahun depan masyarakat bisa menempati hunian layak sekaligus berharga rendah.
Seharusnya sebagai masyarakat kita mendukung adanya program ini.
Apalagi bagi Anda yang selama ini kesulitan membeli rumah idaman karena
terkendala modal terbatas. Nah, tercetusnya Program Sejuta Rumah ini jelas
memberi dampak positif serta manfaat bagi masyarakat. Inilah manfaat yang harus
Anda tahu mengenai program pro rakyat ini:
1. Ketersediaan Rumah Layak Huni
Pasti Anda sering melihat adanya rumah-rumah di lokasi yang tak layak,
semisal di bantaran rel kereta dan sungai bahkan ada rumah yang dibangun
berdekatan dengan saluran listrik tegangan ekstra tinggi. Lokasi yang sangat
membahayakan bagi keselamatan mereka jelas membuat rumah tersebut tak
layak huni. Belum lagi bahan bangunan yang dipergunakan kurang layak.
Padahal kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat
termasuk kebutuhan yang utama. Oleh karena itu, demi merealisasikan
Program Sejuta Rumah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar,
pemerintah sangat serius menggarapnya. Baik pemerintah dan pihak terkait
bergandengan untuk melakukan jemput bola ke masyarakat agar program ini
tepat sasaran.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah terus berupaya membuat terobosan dan melaksanakan program
subsidi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Salah satunya adalah tercetusnya Program Sejuta Rumah ini
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kebutuhan akan
tingkat hunian semakin meningkat setiap tahunnya. Program ini diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia khususnya untuk masyarakat
berpenghasilan rendah.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dengan menggalakkan
program Sejuta Rumah salah satunya mengajak stakeholder perumahan untuk
mendukung program tersebut. Stakeholder ini terdiri dari berbagai pihak,
antara lain developer, perbankan, dan lembaga lain. Kerjasama antara pihak-
pihak tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
pembangunan hunian layak.

Apabila sejuta rumah sudah selesai terbangun maka terjadi peningkatan
kesejahteraan masyarakat bagi jutaan orang. Dengan adanya program ini,
pemerintah berupaya mengantisipasi masalah kekurangan hunian. Sehingga,
setiap tahun permintaan akan hunian bisa terpenuhi dan lambat laun jaminan
simpanan akan berkurang.

Kemudahan Memperoleh Rumah

Selama ini masyarakat mengeluhkan proses yang rumit dan uang muka
yang besar untuk memperoleh rumah. Masalah tersebut kini bisa diatasi
berkat kehadiran Program Sejuta Rumah. Pemerintah memberikan
kemudahan kepada masyarakat dengan FLPP. KPR FLPP memungkinkan
MBR untuk memperoleh rumah idaman hanya dengan membayar uang muka
sebesar satu persen.

Bukan hanya itu, suku bunga pinjaman hanya dikenakan sebesar 5%,
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sementara jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun. Persyaratan ini semata-
mata diperuntukkan agar masyarakat lebih mudah memeroleh dan mencicil
rumah yang layak.

Di sisi lain, biaya angsurannya perbulan pun hingga Rp700.000. Untuk
memiliki unit rumah subsidi, masyarakat harus memiliki penghasilan
maksimal Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk rumah susun, penghasilan
maksimal calon pemiliknya tidak lebih dari Rp7 juta per bulan.

4. Menyasar Semua Kalangan

Pada Program Sejuta Rumah ini, ada dua jenis perumahan yang akan
dibangun, yakni rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu
hunian yang memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
dan rumah non-MBR. Di samping itu, para Pegawai Negeri Sipil juga
mendapat unit rumah dari program ini. Jadi, program sejuta rumah ini
memang diperuntukkan bagi semua kalangan yang ingin punya rumah dengan
modal terbatas.

Misalnya, bagi MBR tersedia bantuan meliputi penyediaan dana yang
memadai, suku bunga maksimal 5%, subsidi uang muka, BPHTB 1%, adanya
komitmen dari bank pelaksana, KPR bagi pekerja sektor informal. Sementara

untuk kalangan PNS/TNI-Polri memeroleh bantuan uang muka.

2.5. Efektivitas Pembiayaan KPR Syariah.

2.5.1. PengertianEfektivitas
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Salah satu konsep utama dalam mengukur prestasi kerja
(performance)adalah manajemen efisiensi dan efektivitas. Menurut para ahli
manajemen peterdrucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan sesuai.
Efektivitasyaitu kemampuan memilih  tujuan yang tepat atau
untukmencapaitujuanyangtelah diinginka. Menurutkamusbesarbahasa indonesia,
efektif yaitu sesuatu yang berpengaruh, efek dan
dapatmembawahasilatauguna.Sedangkandalamkamusistilahekonomi,efektivitas
merupakansuatubesaranatau sejauh mana sasaran (target) tercapai.*?

Efektivitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam
mencapaisasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat.
Pencapaianhasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk
ukuranyang berlaku mencerminkan suatu perusahaan  tersebut
telahmemperhatikanefektivitasoperasional.

Bahwa yang telah dijelaskan definisi diatas menunjukkan bahwa
efektivitas mencerminkansebuah kondisi, keadaan yang merupakan hasil dari
sebuah penilaian dengan tolakukur tertentu. Hasil penilaian efektivitas
dapatdigunakan sebagai bahanpertimbangan dalam menentukan keputusan di
masa mendatang. menurutpendapat gibson mengatakan bahwa ukuran efektivitas
organisasi, sebagaiberikut:

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk

memproduksijumlahdan mutuoutput sesuaidengan permintaanlingkungan.

3 Anis Khaerunnisa, Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kpr SyariahBersubsidiBtn
Syariah Bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (Skripsi
FakultasEkonomidanBisnisUINSyarifHidayatullahJakarta 2016) hal. 29.
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2. Efesiensiadalahmerupakanperbandingan(ratio)antaraoutputdengan
input.

3. Kepuasaanadalahmerupakanukuranuntukmenunjukantingkatdimanaorganisa
sidapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Keunggulanadalahtingkatdimanakorganisasidapatdanbenar-
benartanggapterhadap perubahan internal daneksternal.

5. Pengembanganadalahmerupakanmengukurkemampuanorganisasiuntukmenin

gkatkankapasitasnya dalammenghadapituntutanmasyarak.*

Hbid
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2.5.2. Indikator Efektivitas

1. Tepat Kegunaan,
Agarbergunabagimanajemendalampelaksanaanfungsi-

fungsinyayanglain,suaturencanaharusfleksibel,stabil,berkesinambungandan
sederhana.
KegunaantersebutditujukanagarmasyarakatmudahmenjangkauKPRSubsidibai
kdarisegipenghasilandankemudahanprosedurpengajuanpembiayaan KPRSubsi
di.MelaluiKementerianPerumahanRakyat(Kemenpera)pemerintahmelakukani
ntervensidalambentukpemberiaansubsidiuntukpendanaanperumahanbagiMBR
.Programinidilakukanpemerintahagardapatmembantumasyarakatberpenghasil
anrendahdalammemenuhisalah satu kebutuhan pokoknya yaitu memiliki
tempat tinggal yang layakhunidengan hargaterjangkau.

2. Ketepatan Sasaran,

semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahuiapakahjelas, ringkas,
nyatadanakurat.
KetepatanProgramKPRSubsidiharustepatsasarandalamKPR.Pembiayaaan KPR
subsidi sejahtera IB padabank BTN Syariah diperuntukan untuk masyarakat
berpenghasilan
rendah.MenurutperaturankementerianPerumahanRakyatNomor20pasal 7 Tahun20
14KPR
subsididiperuntukanbagimasyarakatberpenghasilanrendahyangmempunyaigajipo

kokmaksimalRP.4.000.000,-sebulan
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belumpernahmemilikirumahsebelumnya,danbelumpernahmendapatkanrumah
subsididari pemerintah.
3. Ruang lingkup

Ketepatan ruang lingkup yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip
kelengkapan,kepaduan,dan konsistensi.
Ruanglingkupdisinimeliputikemudahanpersyaratandalampengajuan
pembiayaandan pemberian fasilitas yang memadai pada
KPRSubsidi.MBRyanginginmengajukanpembiayan =~ KPR  Subsidi  harus
memenuhi persyaratan yang tertuang dalamperaturan kementerian perumahan
rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 3ayat(1) harus memenuhipersyaratan

sebagai berikut:

a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari

yangbersangkutandan diketahuioleh kepaladesa/lurahsetempat;

b. Belumpernahmenerima subsidiPemerintahuntukpemilikanrumah;*?

c. MemilikiNomorPokokWajibPajak(NPWP);dan

d. MenyerahkanfotokopiSPT TahunanPPhOrangPribadiatausuratpernyataan
bahwa penghasilanyang
bersangkutantidakmelebihibataspenghasilanyangdipersyaratkandalam
PeraturanMenteriini.

Adapu Persyaratan yang di berikan oleh pihak Bank BTN syariah Kota

Langsa adalah:

*ibid
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a. KTP suami dan istri (bila sudah menikah)
b. Kartu keluarga

c. Keterangan penghasilan atau slip gaji

d. Laporan keuangan (untuk wiraswasta)

e. NPWP pribadi

f. SPT PPh pribadi

g. Salinan sertifikat induk

h. Salinan IMB

Rumahyangdibangundeveloperataupengembangharussesuai
kriteriasebagaimanayangtertuangdalamperaturankementerianperumahan
rakyatNomor 48/PRT/M/2015 pasal 18 ayat 3 tentang
Fisikbangunanrumahdijelaskanbahwarumahyangdikembangkanoleh

pengembangharustelahsiapdihuni,dansekurang-kurangnyaharusdilengkapi

A. Atap,lantai dan dinding yang memenubhi persyaratan

tekniskeselamatan,keamanandan kehandalan bangunan;

B. TerdapatjaringandistribusiairbersihperpipaandariPDAMatausumberairber

sih lainnyayangberfungsi;

C. Utilitasjaringanlistrikyangberfungsi;

D. Jalanlingkunganyangtelahselesaidanberfungsi; dan

E. Saluran/drainaselingkunganyangtelahselesaidanberfungsi.
4. KetepatanBiaya,

Dalamhaliniefektivitashiayamenyangkutwaktu, usahadan aliran



37

emosional. Mengingat program KPR Subsidi ini peruntukan kepada
masyarakatberpenghasilanrendahmakaselayaknyabiayaadmisnistrasiyangdikenak
ankepadanasabahringandansesuaikemampuannasabah.Demikian pula dalam
penetapan besaran margin harus sesuai ketentuanperaturan kementerian
perumahan rakyat Nomor 48/PRT/M/2015 pasal 10ayat 3 yaitu sebesar 5%.
Dalam pembayaran angsuran, nasabah diberikankemudahan untuk membayar
dalam jangka waktu yang cukup lama antaral5-20tahunsehinggahaltersebut

dapatmempermudahnasabah.

5. Ketepatanwaktu

Denganmembuatperencanaandisesuaikandenganperubahanyangsedangter
jadi.KetepatanwaktudalampencairanpembiayaanKPRsubsidimembutuhkanwakt
uyangtidaklama,SebagaimanaPeraturanKementerian Perumahan Rakyat Nomor
48/PRT/M/2015 Pasal 20 ayat 7dijelaskan bahwa pencairan biaya selisih
angsuran sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan selambat lambatnya
2(dua) hari kerja
setelahdokumenpermintaanpencairanbiaya.Dalampembayaranangsuran,nasabah
diberikan ~ kemudahan  untuk  membayar dalam  jangka  waktu
yangcukuplamaantaral5tahun—
20tahunsehinggahaltersebutdapatmempermudahnasabah.

Sebagaimana yang tertuang dalam peratuan kementerian perumahanrakyat

Nomor 48/PRT/M/2015 Pasal 11 menjelaskan bahwa Jangka waktupembiayaan



38

disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran
KPRSelisihAngsuranSyariahSusunyangdisesuaikandengankemampuanmembaya

r angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau palinglama20 (duapuluh)

tahun.’®

ibid



BAB 111
HASIL PENELITIAN
3.1. Gambaran Umum Perusahaan
3.1.1. Profil Perusahaan

Sejarah berdirinya PT. Bank Tabungan Negara pada masa pemerintahan Hindia
Belanda tahun 1897 didirikan DE POSTPAARBANK yang mempunyai 4 cabang
yaitu: Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatan berhenti
karena penyerbuan Jerman yang mengakbatkan penarikan tabungan besar-
besaran, namun pada tahun 1941 kegiatan kembali pulih.

Tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang
membekukan seluruh kegiatan De POST PAARBANK dan menggantikannya
dengan Tyokin Kyoku yang memiliki satu cabang yaitu di Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 menimbulkan
inspirasi untuk mengambil alih Tyokin Kyoku dari Jepang ke pemerintahan RI
dengna nama Kantor Tabungan Pos dengan melakukan penukaran uang Jepang
dengan uang Republik Indonesia. Tetapi Kantor Tabungan Pos tidak berumur
panjang karena terjadi agresi Belanda tahun 1946. Pada tahun 1949, Kantor
Tabungan Pos dibuka kembali dengan nama Bank Tabungan Pos.

Pada tanggal 9 Februari tahun 1950, pemerintah mengeluarkan UU darurat No.
9 tahun 1950 yang mengubah nama DE POSTPAARBANK di Indonesia menjadi
Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk Kementerian dari Kementerian
Perhubungan ke Kementerian Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Walaupun masih bernama Bank Tabungan Pos namun pada tanggal 9 Februari
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1950 dijadikan sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara. Tahin 1963,
pemerintah mengeluarkan Perpu No. 4 tahun 1963 yang menyatakan penggantian
nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara.>’

Tahun 1974, tugas Bank Tabungan Negara ditambah yaitu memberikan
pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR yaitu tanggal 10
Desember 1974, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR
bagi BTN. Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan dengan
disalurkan PP NO. 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 menjadi perseroan.
Sejak itu nama BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan call
name BTN, dan pemerintah menetapkan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan
focus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Dan data BTN Syariah sementara itu hingga akhir bulan November pada tahun
2019 secara total Bank BTN mencatatkan penyaluran KPR secara keseluruhan
mencapai Rp. 190, 15 Triliun, aaa Posisi tersebut tercatat naik 11,2% secara

tahunan dari Rp. 171 Triliun per November tahun 2018. 38

3.1.2. Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara Syariah KCPLangsa
PT. Bank Tabungan Negara mengembangkan sayap bisnisnya dengan
membuka kantor cabang pembantu di Langsa. Tren positif bisnis jasa perbankan
secara global menumbuhkan asa bank ini untuk tumbuh dengan cepat. Kantor
Cabang Pembantu Bank BTN di Langsa ini resmi beroperasi pada tanggal 9 Maret

2020 di Kota Langsa dan bertepatan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.29, Gampong

S\www.btn.co.id
38profil Perusahaan BTN Syariah
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Jawa, Langsa, Kota Langsa yang merupakan lokasi strategis.
PT. Bank BTN Syariah KCP Langsa sudah memiliki jumlah karyawan
sebanyak 18 orang, dan dipimpin oleh Bapak Dedi Purnama, Jumlah KPR yang

telah direalisasikan berjumlah 1.410 dengan total akad 20-25 perminggu.

3.1.3. Legalitas Perusahaan
1. Akte Pendirian
Gagasan berdirinya PT. Bnak Tabungan Negara (Persero) berdasarkan
hasil dari Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan, yaitu Koninklijk Besluit
No. 27, Tahun 1897. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) mendapatkan izin menjadi Bank Devisa dengan surat
keputusan No. 27/KEP/DIR, tanggal 23 September 1994.

2.Riwayat dan Perubahan Nama

a. 1897 : DE POSTPAARBANK.

b. 1942 : Tyoki Kyoku.

c. 1950 : Bank Tabungan Pos.

d. 1963 : Bank Tabungan Negara.

e. 1992 : PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

3. Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP : 01.001.609.5-093.000



42

3.1.4. Visi, Misi dan Motto

1) Visi

2)

3)

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa

layanan keuangan keluarga.

Misi

a.

Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi
penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegritasi dalam
sektor perumahan di Indonesia.

Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor
perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.

Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan
produk, jasa dan jaringan strategi berbasis digital.

Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas,
professional, dan memiliki integritas tinggi.

Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan
pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan
good corporate governance.

Memperdulikan kepentingan masyarakat social dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Motto

“Sahabat Keluarga Indonesia”

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan motto tersebut, PT. Bank
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Tabungan Negara memiliki 5 nilai budaya perusahaan yang menjadi
pondasi bagi seluruh karyawan dalam berperilaku. Kelima nilai budaya
perusahaan tersebut yaitu:

a. Sinergi

Membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh stakeholder
dilandasi sikap tulus, terbuka dan mendorong kolaborasi yang produktif
dengan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai untuk

mencapai tujuan bersama.

b. Integritas
Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan

perusahaan, kode etik profesi dan perinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

c. Inovasi
Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan

berkelanjutan yang member nilai tambah bagi perusahaan.

d. Profesionalisme
Visioner, kompeten dibidangnya, selalu mengembangkan diri dengan

teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik.

e. Spirit Mencapai Keunggulan

Menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil
terbaik serta memberikan pelayanan yang melibihi harapan pelanggan
(internal dan eksternal) dnengan menempatkan pentingnya aspek kualitas

di setiap kegiatan serta risiko yang telah diperhitungkan.
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Tidak hanya kelima nilai budaya perusahaan, PT. Bank Tabungan Negara juga
memiliki 10 perilaku utama yang merupakan acuan bertintak bagi seluruh insane
Bank BTN. Kesepuluh perilaku utama tersebut yaitu:

1. Sinergi

a. Tulus, Terbuka dan Kolaborasi yang Produktif
b. Saling Percaya dan Menghargai
2. Integritas
a. Konsisten dan Disiplin
b. Jujur dan Berdedikasi
3. Inovasi
a. Tanggap terhadap perubahan
b. Kreatif dan Inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang
bernilai tambah
4. Profesionalisme
a. Kompeten, Intrapreneurship dan Bertanggungjawab
b. Bekerja Cerdas dan Berorientasi pada hasil

5. Spirit Mencapai Keunggulan
a. Antusias, Proaktif dan Pantang Menyerah

b. Efektif, Efisien dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan.*’

Iwww. btn.co.id



3.1.5. Strukur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara

1. Direksi/ Directors
Nama : Maryono

Jabatan: Direktur Utama

2. Direktur Finance & Treasury
Nama : Iman Nirwoto
3. Direktur IT & Operation

Nama : Andi Nirwoto

4. Direktur Commercial Banking

Nama : Oni Febriarto Rahardjo

5. Direktur Collection & Asset Management

Nama : Nixon L.P Napitupulu

6. Direktur Consumer Banking

Nama : Budi Satria

7. Direktur Distribution & Network

Nama : Dasuki Amsir

8. Direktur Strategic Human Capital

Nama : Yossi Istanto

45



3.1.6. Produk PT. Bank Tabungan Negara
1. Produk Dana
a. Tabungan
1) Tabungan BTN Batara
2) Tabungan BTN Cermat
3) Tabungan BTN Cermat Ponsel
4) Tabungan BTN Junior
5) Tabungan BTN Juara
6) Tabunganku BTN ¢’ BATARAPOS
7) BTN TabunganKU
8) Tabungan BTN Haji-Reguler
9) Tabunga n BTI Haji-Plus
10) Tabungan BTN Pensiunan
11) Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)
12) Tabungan BTN Perumahan
13) Tabungan BTN Payroll
14) Tabungan BTN Siap
b. Deposito
1) Deposito BTN Ritel Rupiah
2) Deposito BTN Valas
3) Deposito BTN Lembaga

4) Deposito BTN Lembaga Valas



c. Giro

1) Giro BTN

2) Giro BTN Valas

2. Kredit Konsumer

f. Pinjaman Bangunan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

KPR BTN BP2BT

KPR BTN Subsidi

KPR BTN Mikro

KPR BTN Platinum

Kredit Pemilikan Apartemen BTN
Kredit Agunan Rumah BTN
Kredit Bangun Rumah BTN

KPR Toko BTN

g. Pinjaman Khusus

1) Bantuan Perumahan PNS

2) MLT BPJS Ketenagakerjaan

h. Pinjaman Ringan

1) Kredit Swadana BTN

2) Kredit Ringan BTN

3) Kredit Ringan BTN Pensiun

47
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3.2. Evetivitas Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Terhadap Masyarakat

Berpenghasilan Rendah Pada Bank BTN Syariah Kota Langsa.

BTN Syariah merupakan unit usaha
syariahmilikBTNkonvensionalsalahsatubankpelaksanayangmengikutiprogrampem
erintahdalammenyalurkan
fasilitaspembiayaanperumahanmurahatauKPRSubsidiyangdirancang oleh
Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA). PadaBTN Syariah, produk KPR
Bersubsidi ini disebut KPR BTN
SejahteraTapaklB.KPRBTNSejahteraTapakiBadalahpembiayaanyangditerbitkan
BTN Syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membantu
kepada masyarakat dalamrangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari
pengembang denganhargaterjangkau atau relatif murah. Dalam memperoleh
informasi, peneliti megunakan aspek mengukur sejauh mana Evetivitas
Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adapun
aspek yang ingin dikaji yaitu: 1. tepat kegunaan, 2. Ketepatan sasaran, 3. Raung
lingkup, 4. Ketepatan biaya, 5. Ketepatan waktu.

1. Tepat kegunaan

Tepat kegunaan bisa dikatakan tolak ukur bagaimana masyarakat tersebut
dinilai apakah benar-benar memang diperlukan untuk masyarakat atau tidak.
Indikator yang pertama untuk mengukur efektivitas yaitu tepat kegunaan untuk
melihat sudah tepat atau tidak. Apabila kegunaan itu dianggap tepat dan dirasakan

oleh masyarakat bearti dapat memecah masalah.
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Berdasarkan obsevarsi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan
peneliti, masalah yang dihadapi di pembiayaan KPR syariah terhadap masyarakat
berpenghasilan rendah.

Penulis Mewawancarai Bapak Harun Al-Rasyid selaku financial service
bank BTN syariah untuk menanyakan bagaimana kegunaan sudah tepat atau tidak.

Menurut Bapak Harun Al Rasyid program perumahan KPR yang diterapkan
oleh pihak pemerintah Sudah sesuai, karna sudah memenuhi kebutuhan
masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Dalam hal manfaat
yang diberikan pemerintah terhadap program perumahan KPR, sudah tentu
masyarakat mendapatkan manfaat dari program Perumahan KPR yang
dimana rumah yang diberikan sudah terjangkau dengan harga yang rendah
seperti yang tersusun dalam Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Rumah Susun.*°

Selain itu bapak Azwinnur selaku Collection Officer bank BTN syariah juga

menyampaikan bagaimana kegunaan tersebut sudah tepat atau tidak

Sudah tentu bermanfaat untuk masyarakat, dengan maksimal gaji yang
sebesar RP.4.000.000, masyarakat sudah bisa menyisihkan pendapatanya
untuk memiliki rumah untuk dirinya dan keluarganya sendiri walaupun
dengan cara mengangsur setiap bulanya, setidakya dapat memberikan
tempat untuk layak huni.*!

Selain itu bapak Safrizal selaku Depeloper juga menyampaikan bagaimana
kegunaan tersebut sudah tepat atau tidak.

sudah sesuai dengan jumlah nominal ansuran masyarakat sangat bisa
memberikan maafaat kepada masyarakat. sangat bisa memberikan maafaat
kepada masyarakat. %

Selain itu bapak Moh Assad masyarakat yang mengambil perumahan kpr

bersubsidi juga menyampaikan bagaimana kegunaan tersebut sudah tepat atau

40Hasil Wawancara Dengan Bapak Harun Al-Rasyid Selaku Financial Service Bank BTN
Syariah, 28 Juli 2021.

4IHasil Wawancara Dengan Bapak azwinur Collection Officer Bank BTN Syariah 28 Juli
2021.

42 Hasil wawancara dengan bapak Safrizal Selaku Depeloper29 Juli 2021.
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tidak pendapat beliau berbeda seperti yang sudah dikatakan.
Dalam wawancara dengan bapak Moh Dassad, S.H mengatakan bahwa
program yang diberikan oleh pemerintah sudahlah dapat membantu
masyarakat dalam memiliki tempattinggal layak huni Dapat memberikan
manfaat karena dengan adanya program KPR ini maka masyarakat bisa
terbantu untuk dengan mendapatkan hunian layak huni dan terjangkau
dalam segi pembayaran, tetapi adanya kekurang yaitu tidak bagusnya
saringan air yang tidak bagus sehingga air yang ada menjadi berkarat.#
Selain itu ibu muthiah selaku masyarakat yang mengambil perumahan kpr

bersubsidi juga menyampaikan bagaimana kegunaan tersebut sudah tepat atau

tidak pendapat beliau berbeda seperti yang sudah dikatakan.
iya sangat terbantu dengan adanya program ini sudah ada manfaatnya
karena sudah kita duduk namum ada kekuranganya tempat sampah tidak
ada, tempat pembakaran sampah tidak ada.#

Selain itu bapak Safra Santosa selaku masyarakat yang mengambil
perumahan kpr bersubsidi juga menyampaikan bagaimana kegunaan tersebut
sudah tepat atau tidak beliau berbeda seperti yang sudah dikatakan.

Sangat membantu dikarenakan perumahan yang saya pilih sesuai dengan
apa yang saya butuhkan saya mendapatkan rumah dengan ansurannya tidak
terlalu tinggi perbulanyan.®

Selain itu bapak RI0 selaku masyarakat yang mengambil perumahan kpr
bersubsidi juga menyampaikan bagaimana kegunaan tersebut sudah tepat atau

tidak beliau berbeda seperti yang sudah dikatakan.

tidak karena saya mengambil perumahan kpr ini disebabkan dana
yang tidak cukup (terpaksa), makanya saya mengambil perumahan

“Hasil wawancara dengan bapak Moh Assad Selaku Masyarakat Pemilik Rumah Kpr
Bersubsidi27 Juli 2021
*Hasil wawancara dengan ibu Muthiah selaku masyarakat pemilik rumah kpr bersubsidi

29 Juli 2021
“Hasil wawancara dengan bapak Safra Santosa Selaku Masyarakat Pemilik Rumah Kpr

Bersubsidi 23 Juli 2021
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kpr dengan type 36 dan saya nilai kurang. dapat manfaatnya

disebabkan dari tidak ada rumah menjadi ada rumah.#
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwasanya
permasalahan di perumahan kpr bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi
dengan adanya program perumahan kpr dari pemerintah masyarakat dapat
mersakan dampak dari perumahan kpr dari yang tidak memiliki rumah sekarang
ada dan dapat menerima manfaat, namum tidak sepenuhnya terpenuhi butuhan
masyarakat disebakan masyarakat kurang puas yaitu tempat sampah tidak ada,
tempat pembakaran sampah tidak ada, tidak bagusnya saringan air yang tidak
bagus sehingga air yang ada menjadi berkarat dan dalam mengambil perumahan
kpr ada yang tepaksa disebakan dana yang kurang mendukung.

Ayat al-quran surat Al-A’raf ayat 56.

Artinya :

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat
baik.#”

Tafsir Jalalain :

Sesunggunya rahmat allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Yakni orang-orang yang berbuat taat.**Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa

46Hasil wawancara dengan bapak rio selaku masyarakat pemilik rumah kpr bersubsidi 20
Juli 2021

47 Depatermen Agama RI, Al-Jumanatul “Ali Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung
:JART, 2004) H. 158

“Bhttps://tafsir.learn-quran.co/id/surat-7-al-a'raf/ayat-56
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rahmat Allah senantiasa ada bagi siapapun yang tulus menyebarkan kebaikan

kepada orang-orang di sekitarnya.

Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa berbuat baik akan mendatangkan kasih
sayang dari Allah SWT di dunia maupun akhirat. Melakukan perbuatan baik akan
membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik bisa

juga diartikan sebagai satu langkah lebih dekat untuk meraih rahmat Allah.

Lakukanlah perbuatan yang baik jangan terpaksa dan lakukan lah karena

Allah dan ihklas karena setiap pemberi Allah itu rahmat.
2. Tepat sasaran

Indikator yang kedua dalam melihat suatu efektivitas kegunaan yaitu
melihat apakah dalam tepat sasaran sudah tepat atau tidak. Karena perumahan kpr
bersubsidi ini dari program pemerintahan diperuntukah bagi masyarakat kalangan

kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Maksud tujuan dari perumahan KPR bersubsidi yaitu supaya masyarakat

dapat menempati rumah yang layak huni seperti yang mereka ingingkan.

Dari hasil penelitian penulis memewancarai bapak Harun Al-Rasyid

selaku financial service bank BTN Syariah

Dalam sasaran yang diterapkan oleh pemerintah sampai sekarang
sudahlah tetap sasaran, dikarenakan program yang diberikan oleh pihak
Bank BTN untuk menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Dari syarat maksimal masyarakat untuk mengajukan program KPR
sudah sesuai dengan syarat pengambilan perumahan KPR, yaitu dengan
memiliki gaji pokok maksimal RP.4.000.000.#

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Harun Al-Rasyid Selaku Financial Service Bank BTN
Syariah, 28 Juli 2021
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Selanjutnya penulis memewancarai bapak Azwinnur selaku Collection
Officer bank BTN syariah
Kalau ditanya tepat sasaran, sudah dapat dikatakan tepat sasaran karna
sebelum diberikan hak untuk menempati rumah KPR dan hak untuk
membayar Angsuran nasabah di teliti kelayakannya untuk mendapatkan
programerumahan KPR. Sudah diperuntukan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah, karena bank BTN sendiri sudah mengikuti
peraturan pemerintah, dimana didalam dokumen perjanjian juga di
terakan batas untuk mendapat program KPR adalah dengan penghasilan
maksimal rp.4.000.000.%°
Penulis memewancarai bapak Safrizal selaku Depeloper juga
menyampaikan
dari segi hambatannya kuota rumah kpr yang disediakan dari
perimbangan pusat untuk langsa sedikit tidak banyak. Dan mengenai tepat
sasaran tidak karena ada beberapa konsumen menengah keatas juga
dapat. Dan kurang tepat.
Penulis memewancarai bapak Moh Assad selaku masyarakat pemilik
perumahan program KPR.
Belum di peruntukan bagi masyarakat, dikarenakan seperti teman
saya beliau sama-sama memiliki penghasilan dibawah RP.4.000.000
tetapi tidak di setujui untuk mengambil pembiyaan KPR. Tapi
penghasilan saya lebih dari 4 juta tapi dilewatkan oleh mereka.

Penulis memewancarai ibu Muthiah selaku masyarakat pemilik perumahan

progrm KPR.

S0Hasil Wawancara Dengan Bapak azwinur Collection Officer Bank BTN Syariah 28 Juli
2021.
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Sebenarnya  program ini  diperuntukan oleh  masyarakat
berpenghasilan rendah, namun saya bukan tergolong kepada
masyarakat berpenghasilan rendah karena gaji pokok saya lebih dari
4 juta perbulan..
Penulismemewancarai bapak Safra Santosa masyarakat pemilik
perumahan program KPR.
Menurut saya sudah tepat karena gaji saya di bawah 4 juta, namum
ada keluarga saya tidak dapat disetujui dikarenakan banyak
tanggugan dikeluarga, padahal program ini diperuntuhkan kepada
masyarakat penghasilan dibawah 4 juta
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa proram perumahan KPR
bersubsidi yang diperuntuhkan kepada masyarakat masih kurang tepat disebakan
ada nasabah yang ingin mengambil perumahan KPR yang penghasilan dibawah 4
juta tidak bisa dikarenakan masih banyak tangungan dalam keluarga dan ada
beberapa nasabah yang berpenghasilan 4 juta keatas dapat memiliki perumahan
KPR.
Surat al-quran ayat
O30R%8 &H 4 Ml s S T35 A s S30815 0% 151 aes 2135

Artinya :

Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan
penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu
ingat. (QS. Al-An'am: 152).

3. Ketepatan ruang lingkup
Aspek ketiga adalah ketepatan ruang lingkup
ruanglingkupdisinimeliputikemudahanpersyaratandalampengajuan

pembiayaandan pemberian fasilitas yang memadai pada KPRSubsidi untuk

masyarakat berpenghasilan rendah yang dibawah 4 juta. Sehingga ketepatan
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ruang lingkup bisa dikatakn efektif.

Penulis memewancarai bapak Harun Al Rasyid beliau menyapaiakan

bahwa bagaimana ruang lingkup perumahan KPR.

Untuk syarat pengambilan KPR itu sendiri bisa dikatakan relatif, karna
bagi pemohon yang mengajukan pengambilan kredit yang berkasnya siap
proses untuk mengambil perumahan KPR mudah dan cepat untuk di
proses, dan jika nasabah yang tidak memiliki berkas yang lengkap
persyaratannya, bisa dianggap sulit itu dikarenakan berkas yang dimiliki
oleh nasabah tidak ada ataupun ketinggalan di kampung nasabah itu
sendiri Untuk kelayakan perumahan KPR yang di angsur, semua rumah
yang di sediakan oleh pihak Bank BTN haruslah sudah di Survei terlebih
dahulu melalui dokumen Lembar Pengesahan Akad (LPA)”’

Penulis memewancarai bapak Azwinur beliau menyapaikan bahwa

bagaimana ruang lingkup perumahan KPR

Kalau syarat yang diberikan pihak Bank untuk Nasabah itu bdapat
dikatakan mudah, tetapi itu tergantung pihak nasabah itu sendiri, dimana
jika pihak Nasabah itu sendiri berkasnya memiliki kekurangan atau
ketinggalan berkas maka proses untuk mengambil pembiayaan akan
menjadi lama. Untuk kelayakan yang diberikan terhadap hunian perumahan
KPR sudah layak untuk di huni, karena sebelum diberikan untuk di
krediitkan perumah tersebut haruslah di surve dan di cek kelayakan rumah
tersebut.

Penulis memewancarai bapak Safrizal beliau menyapaikan bagaimana

rauang lingkup perumahan KPR.

Ada karena tidak sanggup lagi membayar, tetapi yang bertanggung jawab
segala sesuatu tetap pihak pertama dan yang yang melakukan pembayaran
tetap pihak pertama setiap bulanya walaupun sudah peralihan.*

S'Hasil Wawancara Dengan Bapak Harun Al-Rasyid Selaku Financial Service Bank BTN

Syariah, 28 Juli 2021

2021.
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Penulis memewancarai bapak Moh Assad beliau menyampaikan bagaimana

raung lingkup perumahan KPR.

Tidak mudah, dikarenakan pihak Bank terkadang mengatakan berkas
yang diberikan untuk pertama kali sudah lengkap, tetapi nantinya
pihakbank malah mengatakan berkas yang sudah ada menagalami
kendala Untuk rumah yang saya ambil, sudahlah memenuhi syarat
dan layak untuk di huni, dengan penghasilan saya.’?

Penulis memewancarai lbu Muthia beliau menyampaikan bagaimana
ruang lingkup perumahan KPR

Syaratnya mudah dikarenakan saya mengajukan berkas adik saya,
apabila berkas saya maka tidak bisa lolos dikarenakn tidak memenuhi
sayarat. sudah karena sudah ada ruang tamu ruang istirahat daan 2
kamar. Namun dapurnnya saya kurang puas, kemarin saya bilang
suruh buat dapurnya diluaskan deploper tapi sangat lama kalau tau
saya ngk mau ambil .’

Penulis mewawancarai bapak Safra Santosa beliaun meyampaikan
bagaimana ruang lingkup perumahan KPR.
Kalau sulit tidak terlalu sulit namum waktu dalam pengajuan berkas, yang
saya berikan kepada pihak bank dan deplover lama dalam prosesnhya
mereka mengatakan adanya covid-19. memang sebagai rumah KPR sudah
tapi saya kurang puas dikarenakan tidak disediakannya tempat
pembuangan sampah di komplek perumahan tersebut apabila kita buang
sampah didepan area rumah bisa tergangu dengan tetangga, dan tempat
pembakaran sampah didepan area rumah tidak ada.’
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa persyaratan atau
berkas yang diajukan bagi nasabah tidak terlalu sulit, namum ada beberapa

nasabah kurang puas Namun dapurnnya saya kurang puas, kemarin saya bilang

4Hasil wawancara dengan bapak Moh Assad Selaku Masyarakat Pemilik Rumah Kpr
Bersubsidi27 Juli 2021

3Hasil wawancara dengan ibu Muthiah selaku masyarakat pemilik rumah kpr bersubsidi
29 Juli 2021.

S%Hasil wawancara dengan bapak Safra Santosa Selaku Masyarakat Pemilik Rumah Kpr
Bersubsidi 23 Juli 2021
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suruh buat dapurnya diluaskan deploper tapi sangat lama kalau tau saya ngk
mau ambil, ada nasabah dalam pengajuan berkas yang awalnya sanggup untuk
membayar namum tidak sanggup lagi dan melakukan lah peralihan rumabh, tetapi
yang bertangung jawab atas rumah tersebut adalah pihak nasabah yang pertama
dan tidak disediakannya tempat pembuangan sampah di komplek perumahan
tersebut apabila kita buang sampah didepan area rumah bisa tergangu dengan
tetangga, dan tempat pembakaran sampah didepan area rumah tidak ada.
4. Ketepatan biaya

Keempat dalam mengukur efektivitas pembiayaan KPR adalah
makaselayaknyabiayaadmisnistrasiyangdikenakankepadanasabahringandansesua
ikemampuannasabah dan sanggup membayar setiap bulanya apabila sudah jatuh
tempo dalam pembayaran.

Penulis memewancarai bapak Harun Al Rasyid beliau menyampaikan
bahwa bagaimana ketepatan biaya

Dalam biaya administrasi Margin yang diterapkan pihak Bank, nasabah

yang sebelumnya sudah melewati LPA, diberikan dokumen yaitu Surat

Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), sudah dijelaskan di dokumen

tersebut yaitu sebesar Rp, 937.500.00 yang dimana sudah sesuai dengan

kemampuan pihak nasabah. Untuk pihak Nasabah yang mengambil

perumah KPR berubsidi mengalami keterlambatan untuk membayar

angsuran, maka pihak nasabah dikenakan denda oleh pihak Bank yaitu

sesuai dengan SP3 yang telah diberikan sebelumnya, sebesar Rp. 670.00

perharinya.’”

Penulis memewancarai bapak Azwinur beliau menyampaikan bagaimana

ketepatan biaya.

Untuk biaya Administrasi dan juga margin pihakb bank sudah
menuangkanya di dokumen (SP3), Surat Persetujuan Pemberian

S"Hasil Wawancara Dengan Bapak Harun Al-Rasyid Selaku Financial Service Bank BTN
Syariah, 28 Juli 2021
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Pembiayaan sudah dijelaskan di dokumen tersebut yaitu sebesar Rp,
937.500.00, dan jika pihak nasabah merasa sanggub untuk membayar
angsuran maka nasabah diharuskan menandatangani dokumen tersebut.
Untuk keterlambatan dalam membayar, pihak bank akan memberikan
denda terhadap nasabah itu yang sesuai dengan perjanjian SP3 ya itu
sebesar Rp. 670.000 perharinya.”’®

Penulis memewancarai bapak Safrizal beliau menyampaikan bagaimana

ketepatan biaya.

Tidak ada hambatan sanggup. sudah sesuai namun ada bebrapa konsumen
tidak tepat dalam pembayaran macet apalgi akhir-akhir ini khusus nya
bagi konsumen yang pekerjaan wirausaha terkendala dalam melakukan
pembayaran pada waktu yang telah ditentukan disebakan oleh pandemi
covit-19. ada itu pasti, namun untuk satu tahun pertama setelah akad akan
dibantu oleh diploper.”?

Penulis memewancarai bapak Safra Santosa menyampaikan bahwa

bagaimana ketepatan biaya.

Sudah sesuai karena ada kesepakatan di awal, namum dalam
pembayarannya perbulan saya sering terlambat dan nungga, karena
banyak faktor yang pertama kebutuhan untuk keluarga dan terjadinya
covid 19 sehingga penghasilan yang didapat berkurang. ada itu pasti,
namun untuk satu tahun pertama setelah akad akan dibantu oleh diploper.
memang saya ada juga keterlambatan pembayaran perbulanya
terlambatnya 1 minggu maka denda saya 5 ribu segitu lah yang harus
saya bayarkan®’

Penulis memewancarai bapak Rio beliau menyampaikan bagaimana

ketepatan biaya

Sudah sesuai, ada di kenakan biaya apabila sudah jatuh tempo maka
setiap harinya apabila saya terlambat bayar maka saya dikenakan biaya
denda perharinya, terlambat saya bayar di karenakan modal untuk

2021.
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usaha dulu saya gunakan dan terjadinya covid sehingga penjualan saya
sedikit menurun, tapi sebelum terjadinya covid penjualan naik.¢
Penulis Memewancarai Bapak Syrifuddin beliau menyampaikan
bagaimana ketepatan biaya
lya sudah sesuai karena kesepakatan di awal. kemarin itu dalam
pembayaran ansuran saya terdapat kendala gagal transaksi di
karenakan ada peralihan bank pindah ke bsi padahal saya mau
bayar tepat waktu kemarin gara-gara itu saya telat dan terkenak
denda oleh pihak bank. Dalam pembayaran saya tidak tepat waktu.
Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa nasabah yang
sebelumnya sudah melewati LPA, diberikan dokumen yaitu Surat Persetujuan
Pemberian Pembiayaan (SP3), sudah dijelaskan di dokumen dengan tempo atau
waktu yang sudah di tetapkan oleh pihak bank. Namum ada beberapa nasabah
yang telat membayar padah sudah jatuh tempo pada setiap bulanya terkendala
dengan kebutuhan untuk keluarga dan terjadinya covid 19 sehingga penghasilan
yang didapat berkurang dan gagal transaksi disebabkan adanya peralihan pindah
ke BSI
Surat al-qur’an
IR 87 R st e Sl i
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan. (Q. s ali Imran).

5. Ketepatan waktu

Aspek selanjutnya dalam mengukur efektivitas adalah ketepatan waktu

'Hasil wawancara dengan bapak rio selaku masyarakat pemilik rumah KPR bersubsidi
20 Juli 2021
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KetepatanwaktudalampencairanpembiayaanKPRsubsidimembutuhkanwaktuyan

gtidaklama Dalampembayaranangsuran,nasabah diberikan kemudahan untuk

membayar dalam jangka waktu yangcukuplamaantaral5tahun—

20tahunsehinggahaltersebutdapatmempermudahnasabah.

Penulis memewancarai bapak Harun Al-Rasyid beliau menyapaikan

bahwa bagaimana ketepatan waktu.

Untuk angsuran pembayaran, pihak Bank memberikan kemudahan untuk
pihak Nasabah melakukan pelunasannya, dimana nasabah diberikan batas
waktu minamal 10 tahun, 15 tahun dan maksimal 20 tahun dalam
pelunasan perumahan KPR dengan waktu yang cukup lama. Untuk
nasabah menempati perumahan KPR, Setelah selesainya seluruh proses
pengadministrasian dan Akad selesai dilaksanakan maka nasabah sudah
saat itu juka sudah dapat menempati perumahan tersebut.%’

Penulis memewancarai bapak Azwinur beliau menyampaikan banhwa

bagaimana ketapatan waktu.

Untuk pembayaran angsuran sendiri pihak bank menerapakan waktu
pembayaran sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu, minimal 10 tahun
dan maksimak 20 tahun, ini sudah dapat dikatakan kemudahan untuk
nasabah dalam membayar angsuran. Untuk masalah lama waktuk awal
nasabah menenpati perumahan KPR, pihak bank tidak memberikan batas
untuk terhadap menempati rumah tersubut, jika akad sudah selesai, detik
itu juga nasabah sudah bisa menempati perumahan KPR tersebut.%’

Penulis memewancarai bapak Safrizal beliau menyampaikan bahwa

bagimana ketepatan waktu.

Tdak karena saya ikut membantu dalam melakukan persiapan berkas
nasabah. iya kebanyakan masyarakat mengambil 20 tahun jika mengambil

92Hasil Wawancara Dengan Bapak Harun Al-Rasyid Selaku Financial Service Bank BTN

Syariah, 28 Juli 2021
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10 atau 15 mereka kurang sanggup.®*

Penulis memewancarai bapak Safra Santosa beliau menyampaikan

bahwa bagaimana ketepatan waktu.

Ada waktu cepat, lambat dan lama itu tergantung kita pilih, ada waktu 10
tahun, 15 tahun atau 20 tahun. setelah melalui proses akad, maka rumah
tersebut sudah bisa kita tempati.®”

Penulis memewancarai bapak Rio beliau menyampaikan bahwa

bagaimana ketepatan waktu.

lya itu tergantug pilihan kita saya mengambil dengan waktu yang lama
yaitu 20 tahun capek juga saya bayar karena waktu yang begitu lama yang
saya ambil yaitu beban. iya diberikan kemudahan dalam jangka yang
begitu lama tapi kitanya yang setengah hancur.

Penulis memewancarai bapak Syrifuddin beliau menyapaikan bahwa

bagaimana ketepatan waktu.

saya mengambil tempo 20 tahun dengan waktu yang lama. iya diberikan
kemudahan dalam jangka yang begitu lama tapi kitanya susah
membayarnya karena masih terfikiran dengan ansuran rumah
perbulanya.®”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tempo atau waktu yang

diberikan dalam pelunasan perumah KPR selama 10, 15 sampai 20 tahun denga

waktu relatif yang berbeda sesuai dengan kesangupan masyarakat, namun ada

beberapa masyarakat mengambil waktu yang lama dikarenakan keterbatasan

dana sehingga dengan waktu yang lama mereka terbebani dengan waktu yang

% Hasil wawancara dengan bapak Safrizal Selaku Depeloper29 Juli 2021
®Hasil wawancara dengan bapak Safra Santosa Selaku Masyarakat Pemilik Rumah Kpr

Bersubsidi 23 Juli 2021
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mereka ambil.

implementasi pembiayaan KPR syariah Bersubsidi terhadap nasabah
berpenghasilan rendah pada Bank BTN Syariah Kota Langsa.
Yangterdiridaritanggungjawabataspelaksanaandantanggungjawab atas
implementasi
AkuntabilitassuatuprogramdinilaidaritanggungjawabatasterlaksannyaprogramkKPR
Subsidiini.Bankberkewajibansebagaiperantara untuk menyalurkan dana subsidi
yang diberikan oleh
pemerintahkepadanasabah,kemudianpemerintahberkewajibanmemberidanasubsidi
untukmembantumasyarakatberpenghasilanrendahmemenuhi kebutuhan
masyarakat.
Yang dimana setiap peraturan yang diberikan pemerintah pihak bank dan
depeloper harus mengikuti seseuai dengan peraturan yang telah ditentukan
sehingga dalam impementasi atau pelaksanaa dapat berjalan dengan baik dan
lancar.
Penulis memewancarai Bapak Harun Al Rasyid beliau menyapaikan
bahwa bagaimana implementasi dari program perumahan KPR.
Kami dari pihak Bank telah mengikuti semua peraturan yang belaku yang
telah diberikan oleh pemerintah dalam program prumahan KPR bersubsidi
guna untuk kebutuhan masyarakat yang ingin mengambil progaram
perumahan tersebut.

Penulis memewancarai bapak Safrizal beliau menyampaiakn bahwa bagaimana

Implementasi dari program perumahan KPR

Kami dari pihak depeloper mengikuti peraturan pemerintah mengenai
program perumahan bersubsidi. Namum yang menjadi Masalanya saya
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tidak bisa bebas memilih konsumen karena harus mengikuti peraturan
pemerintah, padahal orang yang tukang kebun petani dan nelaya padahal
meraka mampu untuk mengambil perumahan KPR karena terbentur
adanya peraturan dari pemerintah saya harus mengikuti seperti
terkekang.

Lalu beliau juga menambahkan.

Seharusnya pemerintah dapat melihat kepada rakyatnya karena

perumahan KPR ini diperuntukan kepada masyarakat yang

berpenghasilan rendah yaitu 4 juta. Disaat saya berada di lapangan
melihat kondisi bahwasanya yang tukang kebun, nelayan, petani mereka
mampu dan sanggu membayar setiap bulanya.

Dari pihak bank dan dipeloper telah mengikuti peraturan dari pemerintah
dari program perumhan KPR namun dengan adanya peraturan dari pemerintah
pihak dari depeloper yang menjadi masalah mereka tertekan tidak bisa bebas
memilih nasabah, dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah padahal orang

yang tukang kebun petani dan nelaya padahal meraka mampu untuk mengambil

perumahan KPR
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BAB IV
PENUTUP
4.1 kesimpulan
Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pembiayaan KPR
syariah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah pada Bank BTN syariah
Kota Langsa. Berdasarkan uraian yang di paparkan sebelumnya ada beberapa hal

yang dapat diambil yaitu:

1. Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam mengukur
efektivitas pembiayaan KPR syariah terhadap masyarakat berpenghasilan
rendah pada Bank BTN syariah Kota Langsa. Meliputi (1) tepat kegunaan,
(2) tepat sasaran, (3) ruang lingkup, (4) tepat biaya, (5) tepat waktu. Hasil
penelitian ini adalah (1) tepat kegunaan kebutuhan masyarakat terpenunhi
dengan adanya program perumahan KPR dari pemerintah masyarakat dapat
mersakan dampak dari perumahan KPR dari yang tidak memiliki rumah
sekarang ada dan dapat menerima manfaat, namum tidak sepenuhnya
terpenuhi butuhan masyarakat disebakan masyarakat kurang puas yaitu
tempat sampah tidak ada, tempat pembakaran sampah tidak ada, tidak
bagusnya saringan air yang tidak bagus sehingga air yang ada menjadi
berkarat dan dalam mengambil perumahan KPR ada yang tepaksa disebakan
dana yang kurang mendukung. (2). Tepat sasaran bahwa proram perumahan
kpr bersubsidi yang diperuntuhkan kepada masyarakat masih kurang tepat

disebakan ada nasabah yang ingin mengambil perumahan KPR yang
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penghasilan dibawah 4 juta tidak bisa dikarenakan masih banyak tangungan
dalam keluarga dan ada beberapa nasabah yang berpenghasilan 4 juta keatas
dapat memiliki perumahan KPR. (3) ruang lingkup bahwa persyaratan atau
berkas yang diajukan bagi nasabah tidak terlalu sulit, namum ada beberapa
nasabah kurang puas, namun dapurnnya saya kurang puas, kemarin saya
bilang suruh buat dapurnya diluaskan deploper tapi sangat lama kalau tau
saya ngk mau ambil, ada nasabah dalam pengajuan berkas yang awalnya
sanggup untuk membayar namum tidak sanggup lagi dan melakukan lah
peralihan rumah, tetapi yang bertangung jawab atas rumah tersebut adalah
pihak nasabah yang pertama dan tidak disediakannya tempat pembuangan
sampah di komplek perumahan tersebut apabila kita buang sampah didepan
area rumah bisa tergangu dengan tetangga, dan tempat pembakaran sampah
didepan area rumah tidak ada. (4). Tepat biaya nasabah yang sebelumnya
sudah melewati LPA, diberikan dokumen yaitu Surat Persetujuan Pemberian
Pembiayaan (SP3), sudah dijelaskan di dokumen dengan tempo atau waktu
yang sudah di tetapkan oleh pihak bank. Namum ada beberapa nasabah yang
telat membayar padah sudah jatuh tempo pada setiap bulanya terkendala
dengan kebutuhan untuk keluarga dan terjadinya covid 19 sehingga
penghasilan yang didapat berkurang dan gagal transaksi disebabkan adanya
peralihan pindah ke BSI (5). Tepat biaya tempo atau waktu yang diberikan
dalam pelunasan perumah KPR selama 10, 15 sampai 20 tahun denga waktu
relatif yang berbeda sesuai dengan kesangupan masyarakat, namun ada

beberapa masyarakat mengambil waktu yang lama dikarenakan keterbatasan
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dana sehingga dengan waktu yang lama mereka terbebani dengan waktu
yang mereka ambil.
2. implementasi pembiayaan KPR syariah terhadap nasabah berpenghasilan
rendah pada Bank BTN Syariah Kota Langsa
Dari pihak bank dan dipeloper telah mengikuti peraturan dari
pemerintah dari program perumhan KPR namun dengan adanya peraturan
dari pemerintah pihak dari depeloper yang menjadi kendala mereka tertekan
tidak bisa bebas memilih nasabah, dengan peraturan yang dibuat oleh
pemerintah padahal orang yang tukang kebun petani dan nelaya padahal

meraka mampu untuk mengambil perumahan KPR.

4.2. Saran
PemerintahharuslebihaktifmendukungprogrampembiayaanKPRsubsidi dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan
rendahdengancarameningkatkankoordinasidenganbankpenyalurKPRsubsidi
dan memberikan insentif bagi bank yang bersedia terlibat
aktifdalampenyaluranKPRsubsidisebagaiupayauntukmembantupemenuhanke

butuhanrumahbagimasyarakatberpenghasilanrendah.
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